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JAZULI JUWAINI.
Ketua Fraksi PKS DPR -

Ada Pelanggaran
Undang-Undang

Mengapa langsung ke hak ang-
ket, bukan panja?

Fraksi PKS melihat indikasi pelang-
garan sejumlah undang-undang dalam
kisruh minyak goreng ini. Sehingga,
kami meminta pertanggungjawaban
Pemerintah secara politik maupun
hukum. Atas dasar itu, pilihan peng-
gunaan hak angket paling tepat.

Apa aturan hukum yang dilang-
gar?

Antara lain, pelanggaran sejumlah
pasal dalam Undang-Undang (UU)
Nomor 7 Tahun 2014 tentang Per-
dagangan, UU Nomor 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktik-Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,
dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen.

Dalam Pasal 93 huruf e UU Per-
dagangan tegas dinyatakan, tugas
Pemerintah di bidang perdagangan

mencakup mengendalikan keterse-
diaan, stabilisasi harga, dan distribusi

barang kebutuhan pokok dan/atau ba- ,
rang penting. Pemerintah tidak boleh

lari dari tanggung jawab ini.

Atas dasar ini PKS mengusulkan
hak angket?

Iya, dan di sejumlah pasal lain da-’

lam undang-undang yang sama pun
ada larangan dan ancaman pidana
bagi pelaku usaha untuk menyimpan
barang kebutuhan pokok saat ter-
jadi kelangkaan barang dan gejolak
harga. Termasuk, larangan dan pidana
manipulasi data dan/atau informasi
I iaan barang kebutuhan pokok

Merujuk ketentuan
perundang-undangan itu,
dengan mengucap
bismillahirrahmanirrahim,
Fraksi PKS mengusulkan Hak
Angket tentahg Kelangkaan
dan Kemahalan Harga
Minyak Goreng.

Pemerintah. Sehinigga, menyebabkan

kelangkaan dan kemahalan minyak

goreng,

Hal itu terindikasi melanggar Un-
dang-Undang Larangan Praktik Mo-
nopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat.

Kami pun menggarisbawahi, Un-
dang-Undang Perlindungan Kon-
sumen mengamanatkan kewajiban
Pemerintah untuk membuat regulasi
dan kebijakan yang adil, serta me-
lindungi hak-hak konsumen.

Apa langkah konkret PKS untuk
s 5

(Pasal 107 dan 108).

Apa lagi indikasi pelanggaran
lainnya?

Ada juga indikasi kongkalikong
persaingan dan perjanjian usaha

p ini?
Merujuk ketentuan perundang-

tidak sehat yang tidak bisa diatasi "

ACHMAD BAIDOWI
Sekretaris Fraksi PPP DPR

Cari Solusi Bukan
Kegaduhan Politik

Dalam rapat dengan
Menteri Perdagangan,
dalam forum resmi DPR,
Fraksi PPP-mengusulkan
pembentukan panja
untuk menginvestigasi ‘
kelangkaan dan mahalnya
minyak goreng.

Fraksi PKS mengusulkan hak
angket minyak goreng, Bagaimana
tanggapan Anda?

Untuk menyikapi kelangkaan dan
mahalnya minyak goreng, sejak masa
sidang ini, saat pertama kali masuk,
Fraksi PPP sudah menyuarakan

jpembentukan panitia kerja (panja) di

Komisi VI DPR.
Selain itu, panja i komisi yang me-

nyangkut industrinya, Komisi VII.

Fraksi PPP tidak sepakat dengan
hak angket minyak goreng?

Yang kami cari adalah solusi, bukan
kegaduhan politik.

Maksud Anda hak angket akan

undangan itu, dengan p bis-
millahirrahmanirrahim, Fraksi PKS
mengusulkan Hak Angket tentang
Kelangkaan dan Kemahalan Harga
Minyak Goreng. m NNM

| politik?

Iya, hak angket akan menimbul-

kan kegaduhan politik. Kasihan

rakyat jika disajikan kegaduhan
politik.

Apakah panja akan mendapat-
kan solusi?

Kami melihat panja itu lebih fokus,
lebih spesifik memanggil pihak-pihak
terkait agar dapat menemukan solusi
permasalahan tentang minyak goreng
ini.

Apakah usulan tentang pemben-
tukan panja sudah disampaikan
PPP?

Dalam rapat dengan Menteri Per-
dagangan, dalam forum resmi DPR,
Fraksi PPP mengusulkan pembentukan
panja untuk menginvestigasi kelang-
kaan dan mahalnya minyak goreng.

Yang terpenting, segera menemu-
kan solusi supaya pérsoalan ini tidak
terulang, PPP tidak butuh pencitraan
dan hiruk pikuk politik. Kami lebih
kepada substansi, bagaimana panja
menuntaskan, mencari titik temu dan
solusi.

Anda yakin dengan cara ini akan
menemukan solusi?

Beberapa panja yang dibentuk DPR
itu sukses.

Apa contohnya?

Panja Jiwasraya, itu tidak gaduh
tapi terselesaikan masalahnya. Saat
ini sedang betjalan Panja Garuda. Itu
juga tidak gaduh.

Terpenting adalah substansinya,
persoalan ini akan terurai, solusinya
tercapai. Bukan kegaduhan yang
didapat.

Apa langkah lain PPP?

PPPjugalebih memilih aksi sosial di
lapangan. Kemarin saya di Mataram,
Nusa Tenggara Barat (NTB), bersama
teman-teman PPP NTB memberikan
minyak goreng kepada warga yang
tidak mampu. Warga antusias menda-
patkan bantuan itu.  NNM
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